LAMPIRAN I
UNDANG-UNDANG PERS NO 40 TAHUN 1999

*9979 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BABE I KETENTUAN UMUM

Pazal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang
melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, mempercleh,
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam
bentuk tulisan, suara, gambar, =suara dan gambar, serta data dan grafik
maupun dalam bentuk lainnya dengan.menggunakan media cetak, media
elektronik, dan segala J&ﬂis Saluran yaﬁg tersedia.

2. Perusahaan perasadalah badsén hukum Indonesils yang menyelenggarakan
usaha pers melipuri peruzahaan media cetak, medi®m.elektronik, dan
kantor berita) ferta perusahaan media lainnysd yang sceara khusus
menyelenggarakan,, menyiarkan, atau menyalurkan’ informa=zi.

3. Kantor beriga adﬁlqh;peru;uhnun pers yang melayani medla cetak,
mediaelektromik, atau media lainnya serta masyarakat umumidalam
memperaleh informasi.

4. Wartiawan .adalah orang yand serara teratur melakzanakan kegiatan
jurnaliseik:

5. Organimasi persiadalah’ crganisazi wartawan dan' organizasi
perusahaan peca. /

6. Pers nasional adalab pers yangl/diselenggsrakan oleh perusahaan pers
Indonesia.l

7. Pers asing ‘edalah pegs yang diszélenggarskan oleh perusahaan pers
a=zing. A

8. Penyensoran adaieh penghapuzan secara paksza.sebagian atau seluruh
materi informasi yang ekan-diterbitkan atau di=iarkan, atau tindakan
teguran atau peringatan yang bers:ifar mengancam dari pihak manapun,
dan atau kewajiban melapor, serta mempercleh izin dari pihak berwajib,
dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.

9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan
dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.

10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menciak
mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber ber:its yang
harus dirahasiakannya.

11. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk
memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan ber
yang merugikan nama baiknya.

rx..knu‘

12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau
membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, ba:ik
*9980 tentang dirinya maupun tentang orang lain.



uu 4071999, PERS
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 40 TAHUN 1999 (40/1999)

Tanggal: 23 SEPTEMBER 1999 (JAKARTA)

Tentang: PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REFPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:

a. bahwa kemerdekaan pers mnpakaa' ibhh satu wujud kedaulatan rakyat
dan menjadi unsur yang pal'lgae penting mm&xncxp:akan kehidupan
bermasyarakat, betbungﬁ“’ ‘dan bernggg:a yunq ”dgmkratx:. sehingga
kemerdekaan nenqe!.alrkun palurnn &dﬂ pIndaHat aehgaxmnn tercantum
dalam Pazal 28 lﬁéﬂnq und!hq Dasar 1945 !h‘atu] dx]ni'h]

b. bahwa dnln,‘keludupan b-&wyarakatw'b&banqsa, ,dan, Bernegara yang
denokratxa,, bene &ﬂq:an w&;akun»pxkxm &n pqndapat wsesuai dengan
hati nut'x!x’ ‘dan ‘ha‘k mnp‘t&olel\ informasd, ﬂn@akanﬁ’mk a manusia
yang :anqp: hakipx., yang dzpe:‘lu '}mkuk neneggkk-u ‘leud:.‘lpn dan
kebenarang nem.]ufnn-i‘q eﬂlﬂf'm. dan 'mencerdaskan | 'kehidupan
bang=a; |

c. bahwa p?ra nnxo.nlﬂ pebaqcv *'ko-unakasx masaa, pegycbar
u\fomu:,‘,dan pgmb&l % opini mdnpmmeiﬁdan-kén ames, fungsi,
hak, kelajib.‘p ~dan p:;gunnyq dengan{agba;k-g.xgmyu‘be;agnurkan
kemerdekaan ipz: yanjp&o&:s:cﬂnl. \Behimg hatﬁa n:ndapit jaminan dan
perlxndunqurl!t\ukum, :eéﬁp"-bqbu: dari cawﬁ: tangan dan ”kanun dari
manapunj

d. bahwa pers nl.#aonal betrperan ikut me.njaql ketertiban dunia yang
berdasarkan kma!ekaan. pc‘rdulnlan.,lbuﬁ dan keud‘),'un sosial;

e. bahwa Undang- unm*muo; 11 Tghun 1366 ‘tm Ketentuan-ketentuan
Pokok Pers sebagaimana temw Mf\‘ '.mdnng undang Nomor 4 Tahun
1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak
sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
b, &, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Paszal 27, dan Pasal I8
Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indones:ia
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan




13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat
terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak
benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.
BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pazal 2

Kemerdekaan pers adalah salah zatu wujud kedaulatan rakyat yang
berasazkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pazal 3

(1) Pers nasional mempunyai fungs
pendidikan, hiburan, dan ko ., o
(2) pi samping fungs ’

mbag ekon

(3) untuk
mencari,

Pasal §

(1) Pers nasional i isti dan opini dengan

menghormati no n syarakat serta

asas praduga tak 2 J

(2) Pers wajib melayani Ha

(3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; '

b. menegakkan nilai-nilai dasar demckrasi, mendorong terwujudnya
2 - X 3 .

supremasi hukum, dan Hak Azasi Manusia, serta menghormati kebh:i a

c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang te s, N

akurat, dan benar; ~

d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-

*9981 yang berkaitan dengan kepentingan umum;

«. memperjuangkan keadilan dan kebenaran.




BAE III Wartawan

Pazal 7

(1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.

(2) Wwartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pazal 8

4
i

Dalam melaksanakan profesinya wartawan t perlind
BAE IV PERUSAHAAN PERS
Pazal 9

(1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan
perusahaan pers.

(2) Setiap perusahaan pers badan hukum Indonesia.

Pazal 10

Peruzsahaan pers
pers dalam be
serta bentuk

Perusahaan
secara terb
penerbitan pe

Pazal 13
Perusahaan pers

a. yang berakibat da tabat =z dan atau mengganggu
kerukunan hidup antarumat bertentangan dengan rasa
kezusilaan masyarakat;

b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. peragaan wujud rokck dan atau penggunaan rokok.

Pazal 14

Untuk gembangkan beritaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap

L

warga negara xndones;a dan negara dapat mendirikan kantor ber:it
BAE V DEWAN PERS
*9982 Pasal 15

(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan
kehidupan pers nasicnal, dibentuk Dewan Pers yang independen.




(2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; b.
melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; c. menetapkan
dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; d. memberikan
pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas
kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; e. mengembangkan
komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; f. memfasilitcasi
organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di
bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; g. mendata
perusahaan pers.

(3) Anggota Dewan Pers terdiri dari:

a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; b. pimpinan
perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; c. tokoh
maya:nkut. ahli di bidang peru d.an atau komunikasi, dnn bidanq

perusahaan pers.
(4) Ketua dan Wakil Ketu® Dewan Pers d::.pili.fi"ai:i dan cleh anggota.

(5] Keanggotaan Dewan !grs \sebagaimana dimaksiid dalam ayat (3) pasal
ini ditetapkan/dengan Heputu:un Fresiden.

(&) Keanggotaan Dewun Pers ng!uku;un:uk»m txgu :nhun ‘dan sesudah
itu hanys ﬁﬂpat dwxlxh Wembati urithk sbed? pq:iode .be:xkulnyn

(7) Sumber pemayuaﬁin‘e“awze:tfﬁéfiui darig

a. organisaki pera;%b. .pemuﬁuan -;ierit;‘é -bantuan dari ne@ru dan
bantuan lain yang nm unq;kal;a'

BAE VI Pmi{lﬁiﬁe
Pazal 16
Peredaran pers asing dan pendxrxan»,penmk:lnn pe:u:nhqln pers asing di
Indonesia dxsesﬁn;kan deman ketenr_uan pemruran peMdanq undangan
yang berlaku.

BAE VII PERAN SERTA“MASKARAKAT

Pasal 17

(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan
kemerdekaan pers dan menjamin hak mempercleh informasi yang
diperlukan.

*9983 (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika,
dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers; b. |

menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka
dan meningkatkan kualitas pers nasicnal. N\

BABE VIII KETENTUAN FIDANA ! —

Pa=zal 18



(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan
tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelak=sanaan
ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat
(2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan
Pazal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rpl00.000.000,00
(seratus juta rupiah).

BAE IX KETENTUAN PERALIHAN
Pazal 19

(1) pDengan berlakunya undang—uﬁ'd'.‘ﬁ"g «ifi,segala peraturan
perundang-undangan di bmng Pers yang hc!qk.p serta badan atau
lembaga yang ada te:np bErluku atau tetap me"nqnlnnkan fungsinya
sepanjang tidak besteutanqun atay belua dxgnnti dengan yang baru
berdasarkan undnng—und..nq ini.

(2) Perusahaan pecs ‘yang sudah ada scbelum, dxundanqkumrya
undnnq-undgﬁg ini,” wugx me:unxkun Jizi “nqaq" e:cnhp.n
undang-undang ini 'dalam tu selmbar.-clumbut.nga 1 (zatul"tahun zejak
diundangkannya updnnq-unﬂ-ung xni.

Pazal 20
Fada saat Lu;dnngvund;nqnu.nx nulaﬁlw:lgku:

1. undang- unﬂqnq Nomor™ u 1"hun 1966 tentang ﬂe:en:unn-'kct:n:unn Pokok
Pers (Lembaran' \Negara Tnhq.q.;l@GG Nomor ip. Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2815 ) y.t\g telah diubah :m@ut ‘Hengun Undang—undang Nomor 21
Tahun 1982 tentarg Perubahan atas Undanq Undang Nomdr 11 Tahun 1966
tentang xe:en:uum—ker_entuau Pok-pk Pcz: Febuguxmnq. gelah diubah dengan
undang-undang Nomot\ 4 Tahun 1967 (Lambaran Negara ‘fahun 1982 Nomor 52,

Tambahan Lembaran .oqq:;_!gqqor_ 3235) ;.

2. undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap
*9984 Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban
Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengena:i
buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan
penerbitan-penerbitan berkala; dinyatakan tidak berlaku.

Pazal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negars Repu
Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999 FRESIDEN REFUBLIK



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Saya nama Azzahraa Rofi’a Nur Ramadhani, lahir dari
seorang ibu Siti Untiani dan seorang ayah Edhi Siswanto. Saya
dilahirkan di kota pendhalungan Kabupaten Jember, tepatnya
Selasa 21 Januari 1997. Anak kedua dari tiga bersaudara, kakak
saya tercinta bernama Adytya Patria Andini Priyaningrum dan
adik saya tersayang bernama Azhaara Raihanah ‘Urfatul
Fitriyah.

Pendidikan dasar saya tempuh di SD Muhamamdiyah 1
Jember lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan ke SMP
Muhammadiyah 1 Jember dan lulus tahun 2012. Pendidikan
lanjutan saya tempuh di SMK Negeri 4 Jember dalam jurusan Broadcasting atau
kepenyiaran dan lulus pada tahun 2015. Kemudian saya memilih melanjutkan
pendidikan di Program Studi [Imu Komunikasi, Fakultas llmu Sosial dan limu Politik,
Universitas Muhammadiyah Jember melalui jalur PMDK pada tahun akademik
2015/2016 dan lulus pada tahun 2019.

SD saya termasuk murid yang biasa-biasa saja. SMP dan SMK saya tergolong
murid berprestasi yang selalu berada pada urutan 5 besar. Saat kelulusan SMK saya
mendapatkan ranking 1 pada rekapitulasi nilai keseluruhan untuk jurusan
Broadcasting. Termasuk 10 besar ajang lomba DJ Junior Radio Kartika FM dan 6 besar
DJ Junior dalam sayembara penyiar Radio Mutiara FM. Untuk pendidikan tinggi, aktif
dalam berorganisasi pada IMM, BEM-F, HIMAKOM. Selain itu saya adalah penyiar
radio kampus Nusantara FM dari tahun 2013-2018. Aktif sebagai MT dan MC
dibeberapa acara kampus. Dan hingga saat ini saya adalah mahasiswa berstatus magang
di Unit Kantor Urusan Internasional dan Humas, Universitas Muhammadiyah Jember
sebagai tim support media kampus. Serta dalam kesempatan bapak Presiden RI, Joko
Widodo datang ke Universitas saya berkesempatan mendapatkan hadiah sepeda dan
berjabat dengan beliau. Memenangkan Lomba Profil LPCR Muhammadiyah Pusat di
Yogyakarta bersama WNWA team meraih Harapan 1 Nasional film dokumenter
Pelopor Pendidikan : PCM Watukebo. Sungguh pengalaman terbaik yang saya miliki
selama saya menjadi mahasiswa.

Yang sangat saya syukuri selama ini adalah menjadi bagian keluarga llmu
Komunikasi khususnya angkatan 2015. Dengan ini saya belajar arti kekeluargaan dan
pengalaman yang sangat luar biasa diterapkan pada praktek mata kuliah yang diajar
oleh dosen yang sangat mumpuni. Moment yang tak terlupakan adalah suksesnya
Festival Budaya bertemakan Pendhalungan yang dihadiri oleh suluruh civitas
akademika dan warga Kabupaten Jember.




